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KATA PENGANTAR 

   

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

hanya atas tuntunan-Nya maka kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2024, dalam rangka kesinambungan 

pembangunan dibidang kesehatan, serta mengembangkan dan menerapkan kinerja yang 

tepat, jelas, terukur sebagai pelaku pembangunan kesehatan.  

Rencana kerja merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan sebuah 

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program 

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Minahasa Selatan tahun 2024, yang disusun berdasarkan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementrian Kesehatan 

tahun 2020-2024 dengan menekankan pada pencapaian sasaran prioritas daerah dan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.  

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan 

makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu, 

pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal seperti dinamika 

kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi serta kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, mengajak kepada semua 

unsur yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan beserta jajaran yang ada 
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untuk dapat saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, 

guna mewujudkan Visi Kabupaten Minahasa Selatan yakni “MINAHASA SELATAN 

MAJU, BERKEPRIBADIAN, DAN SEJAHTERA”. 

 Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua dalam tugas pelayanan 

setiap hari. 

Amurang,      Ferbruari 2023 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Minahasa Selatan 

 

 

 

dr. ERWIN SCHOUTEN 

NIP. 19790227 201001 1 007 
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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi 

masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi 

tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika 

perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan 

tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: 

failing to plan is planning to fail; gagal merencanakan sama dengan merencanakan 

kegagalan. 

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan 

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional. Secara  teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut 

diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan 

diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan 

daerah. 

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan 

rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang 

menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang 

urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan 

pencapaian sasaran pembangunan nasional. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan 

kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk 

mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan 

dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. 

Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang 

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan 

penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Penyusunan Renja PD, 
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2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi 

hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 

berjalan, 

3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang 

penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD, 

4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas 

Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target 

kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. 

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD, 

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling 

lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM  

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 
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6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5657); 

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 136); 

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020- 2024(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasonal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2017; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 

2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 seri DJi). 

27. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Minahasa Selatan; 

28. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor ….. Tahun 2024 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

29. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor …. Tahun 2024 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUN 

1.3.1. Maksud 

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan 

tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan 

RPJMD Kabuapaten Minahasa Selatan di tahun 2024 melalui perencanaan kinerja 

tahunan. 
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1.3 2. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan 

tahun 2024 ini adalah: menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang 

operasionil: 

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan perrencana kerja dan anggaran Dinas 

Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan untuk memastikan pencapaian target 

tahunan Renstra Dinas Kesehatan Kabuapaten Minahasa Selatan di tahun 2024. 

b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan 

dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dan laporan kinerja. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan 

tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra 

Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review 

terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan 

masyarakat. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan 

sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan 

Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat 

Daerah. 
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah 

(Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan 

target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.  

BAB V PENUTUP 

Uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 dan perkiraan capaiannya di tahun 2022 serta 

capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022. 

Tabel yang akan digunakan menjelaskan kedua hal tersebut adalah tabel 2.1 yang memuat 

rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan 

Kabupaten Minahasa sampai dengan tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa 

Selatan. 

 

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021 

dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 2022 

 Hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 

2021 dan perkiraan capaiannya di tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2022 

Kabupten Minahasa Selatan 

 

 

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 

Lembar : ........  
 

Kode  
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 

Dan Program/Kegiatan  

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan (output)  

 Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 2026  

 Realisasi 

Target Kinerja 

Hasil Program 

dan Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

20220 (n-3)  

 Target dan Realisasi Kinerja Program 

dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)   Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2021 

n-1)  

 Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

tahun berjalan  

 Target 

Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2021 

(n-2)  

 Realisasi 

Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2022 

(n-2)  

 Tingkat 

Realisasi 

(%)  

 Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 

berjalan 

2021 (tahun 

n-1)  

 Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%)  

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1 02 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

                      

1 02 01 2,01  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
                      

          
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
Tersedianya laporan kinerja SKPD 15 pkt   100  %  100 % 100% 100 % 0.00  

          Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             

          
Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Tersedianya Honorarium bagi pengelolah 

keuangan, panitia pengadaan barang jasa 

dan tenaga kontrak 

5 thn   12 thn 12 bln 100% 60 bln 75.72  

          
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
Tersedianya laporan kinerja SKPD 5 trhn   100  %  100 % 100% 100 % 0.00  
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          Administrasi Umum Perangkat Daerah   
 

         

          
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
Tersedianya sarana penerangan 5 thn 

  

24 bln 12 bln  12 bln 10.84  

          
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Tersedianya alat tulis kantor di Dinkes dan 

UPT 
1 pkt 

  

48 bln 12 bln  12 bln 3.54  

          Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Tersedianya makan minum rapat dan makan 

minum tamu 
5 Thn 

  

48 bln 12 bln  12 bln 204.33  

          Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
Terlaksananya penyediaan barang 

cetakan dan penggandaan 
5 thn 

  

48 bln 12 bln  12 bln 6.64  

          
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 
Tersedianya terbitan harian 5 thn 

  

48 bln 12 bln  12 bln 54.50  

          
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Tersedianya biaya perjalanan Dinas Luar 

Daerah 
5 thn 

  
90 perj 12 bln  12 bln 10.71  

          
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
  

 

         

          Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 5 thn   
48 bln 12 bln  12 bln 9.69  

          
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Terjadinya pelayanan penunjang perkantoran 

(Listrik, Air, Telepon, Internet) 
5 thn 

  
48 bln 12 bln  12 bln 30.53  

          
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 
 Terpeliharanya peralatan kantor     

12 unit 12 bln  12 bln 0.00  

          Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
 Terpeliharanya kebersihan di kantor 

Dinas Kesehatan dan 18 UPT  
5 thn 

  

48 bln 12 bln  12 bln 85.15  

          
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
   

 

         

          

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

 Terpeliharanya kendaraan dinas  2 thn 

  

36 bln 12 bln  12 bln 77.84  

          Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 0,00 

          Peringkat Kinerja 
Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 
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2         

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

             

        

  Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

             

          Pembangunan Puskesmas Tersediannya Bangunan Puskesmas 5 pkt  2 pkt 9 unit  11,0 unit 3.56  

          Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 
Tersedianya gedung kantor (Lahan 

Instalasi farmasi Kesehatan) 
5 pkt    9 pkt  9,0 pkt 4.13  

          
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 
Tersedianya logistik Rumah Sakit 5 pkt    9 pkt  9,0 pkt 1581.43  

          
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Tersedianya alat kesehatan puskesmas 5 pkt  2 pkt 9 pkm  11,0 PKM 10.91  

          Pengadaan Obat, Vaksin Tersedianya Obat dan Perbekalan 5 thn  3,5 pkt 9 TA  12,5 TA 20.58  

          

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

             

          Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 
Adanya tindak lanjut pengkajian kematian 

perinatal 
5 pkt    9 pkg  9,0 keg 37.56  

          Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 
Adanya tindak lanjut dari kematian bayi dan 

balita 
5 pkt    9 keg  9,0 keg 0.67  

          
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat 
Deteksi dini kasus gizi buruk 5 pkt    9 kec  9,0 kec 2.55  

          Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 
Meningkatkan kinerja tenaga sanitasi 

puskesmas 
5 pkt    9 keg  9,0 keg 0.07  

          
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 

Tidak Menular 
Meningkatnya cakupan Imunisasi (UCI 95%) 5 pkt  6 keg 9 keg 100% 15,0 keg 57,62  

          Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Masyarakat miskin yang belum terdata di 

Jamkesmas, terlaksananya medical checkup 

bagi 

anggota DPRD akses pelayanan masyarakat 

dengan JKN di PKM dan RS 

5 pkt  48 bln 12 bln 100% 60.00 TA 40,60  

          Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tersedianya makan minum pasien RSUD 5 thn   15 pkt 9 pkt 100% 
             

24.00 
 pkt  54.97  
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          Operasional Pelayanan Puskesmas 
Terlaksananya kegiatan promosi dan preventif 

di puskesmas 
5 thn   33 bln 33 bln 100% 42.0 TA 34  

          
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan 

di Puskesmas yang siap akreditasi 
5 pkt     9 kgtn  5.0 keg 2.31  

          
Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 
             

          Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  Tersedianya buku profil kesehatan kabupaten  5 pklt   90 % 50 pkt 100% 140.0 pkt 7.43  

          Rata-rata Capaian Kinerja (%)     

          Peringkat Kinerja 
Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

3         
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 
             

          
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP 

dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 
           

          
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan  
 Monitoring dan evaluasi Anti Fraud (JKN)    0 kec 9 kec  9 kec 0.00  

          Rata-rata Capaian Kinerja (%)     

          Peringkat Kinerja 
Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

4         

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN MAKANAN 

MINUMAN 

             

          
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk 

Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  
           

          
 Pemeriksaan Post Market pada Produk 

Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 

yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan  

 Terlaksannya pengawasan dan pengendalian 

pangan  
5 thn  1 keg 9 keg 100% 10 keg 66.87  
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2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu   

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan hingga tahun lalu 

2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1. 

 

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator 

Kinerja Kunci) Dinas Kesehatan hingga tahun berjalan 2025 adalah seperti yang 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.2.1  

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Mianahasa Selatan 

 

NO Indikator 
SPM/standar 

nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan 

Analisis Tahun 

2021 
(thn 

n-2) 

Tahun 

2022 
(thn 

n-1) 

Tahun 

2024 
(tnn 

n) 

Tahun 

2025 
(thn 

n+1) 

Tahun 

2021 
(thn n-

2) 

Tahun 

2022 
(thn 

n-1) 

Tahun 

2024 
(tnn 

n) 

Tahun 

2025 
(thn 

n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Persentase ibu hamil mendapatkan 

pelayanan ibu hamil 
  100% 100% 100% 100% 83.57% 100% 100% 100%  

2 
Persentase ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan pesalinan 
  100% 100% 100% 100% 95,32% 100% 100% 100%  

3 

Presentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir 

  100%  100% 100% 100% 89,64% 100% 100% 100%  

4 

Persentase anak usia 0-59 bulan 

yangmendapatkan pelayanan 

kesehatan balita sesuai standar 

  100%  100% 100% 100% 79.64% 100% 100% 100%  

5 

Persentase anak usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

  100%  100% 100% 100% 41.99 100% 100% 100%  

6 

Persentase warga  negara usia 15–

59 tahun mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

  100%  100% 100% 100% 96.46% 100% 100% 100%  

7 

Persentase warga negara usia 60 

tahun Keatas mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

  100%  100% 100% 100% 76.84% 100% 100% 100%  

8 
Pelayanan kesehatan penderita 

hipertensi  
  100%  100% 100% 100% 83.31% 100% 100% 100%  

9 

Persentase penyandang DM yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

   100%  100% 100% 100% 787.60% 100% 100% 100%  

10 

Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

jiwa sesuai standar 

  100%  100% 100% 100% 98.69% 100% 100% 100%  
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11 

Persentase Orang dengan TB 

mendapatkan pelayanan TB sesuai 

standar 

   100%  100% 100% 100% 17.87% 100% 100% 100%  

12 

 

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 

standar 

  100%  100% 100% 100% 51.33% 100% 100% 100%  

13 Jumlah kematian Neonatal   12 12 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

14 Jumlah Kematian Bayi   16 16 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

15 Jumlah Kematian Ibu   4 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

16 Jumlah kasus Balita Gizi Buruk   1 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

17 UHH   71 71 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

18 Rasio tenaga medis per satuan penduduk   3.344 3.344 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

19 
Rasio tenaga para medis per satuan 

penduduk 
  612 612 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

20 
Persentase komplikasi kebidanan yang 

ditangani 
  80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

21 
Persentase pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan 

  95% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

22 
Persentase desa/kelurahan universal 

child immunization (UCI) 
   92% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

23 
Persentase balita gizi buruk mendapat 
perawatan 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

24 
Persentase penemuan dan penanganan 

penderita penyakit TBC 
  

85% 

 
85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

25 
Persentase penemuan dan penanganan 
penderita penyakit DBD 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

26 
Jumlah masyarakat yang mendapat 

jaminan kesehatan daerah 
  

50.000 

jiwa 

55.000 

jiwa 
100% 100% 100% 100% 100% 100%  

27 Jumlah RS 
  

3 RS 3 RS 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

28 Jumlah Puskesmas 
  17 

PKM 

17 

PKM 
100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

 

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH 

 Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam 

meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan 

kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat 

dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Penyusunan rencana pembangunan 

kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan 

lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat.  
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 Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang 

harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang. Dalam pelayanan 

kesehatan masih terdapat beberapa masalah penting yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan yang 

menjadi prioritas masalah kesehatan, yaitu : 

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak; 

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kesehatan sesuai dengan 

kompetensi dan standarisasi pelayanan kesehatan; 

3. Pemberantasan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular;  

4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan Minahasa Selatan yang berkualitas; 

5. Peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat kedua (Akreditasi); 

6. Penanganan Covid-19 

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas 

Kesehatan Tahun 2024 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi 

kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah 

mempertimbangkan target Dinas Kesehatan dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan. 

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan 

kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran 

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan 

kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan. Review ini sangat diperlukan dimana untuk 

mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan 

antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan 

berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat. 

Dari table review rancangan awal RKPD 2024 diketahui bahwa terdapat kecocokan 

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan baik program kegiatan, 

lokasi, indicator kinerja, target capaian maupun antara pagu indikatif dan kebutuhan dana 

Dinas Kesehatan. 
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Tabel 2.4.1 
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 

Kabupaten Minahasa Selatan 

 

 

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 

Lembar…….dari……… 

 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 

Penting 

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja 
Target 

capaian 

Pagu indikatif 

(Rp.000) 
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja 

Target 

capaian 

Pagu indikatif 

(Rp.000) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

  

Nilai LAKIP Perangkat Daerah 9 keg 48.515.513.852  

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

  

Nilai LAKIP Perangkat Daerah 9 keg 48.515.513.852  

  

  

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

  

Terlaksananya Pelaporan dan 

Penyusunan Penganggaran 

Perangkat Daerah 

3 sub keg 238.155.664  

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

  

Terlaksananya Pelaporan dan 

Penyusunan Penganggaran 

Perangkat Daerah 

3 sub keg 238.155.664  

  

  
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

  
Tersedianya Dokumen Pelaporan 

Perencanaan Perangkat Daerah 
2 dokumen 63.250.000  

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

  
Tersedianya Dokumen Pelaporan 

Perencanaan Perangkat Daerah 
2 dokumen 63.250.000  

  

  
Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

  Terlaksananya pertemuan Penyusunan 

Dokumen RKA- SKPD 

Tersedianya dokumen RKA- SKPD 

1 paket 83.605.664  

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

  Terlaksananya pertemuan 

Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 

Tersedianya dokumen RKA- SKPD 

1 paket 83.605.664  

  

  
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

  
Tersedianya laporan kinerja SKPD, 

LPPD, LAKIP 
1 paket 91.300.000  

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

  
Tersedianya laporan kinerja SKPD, 

LPPD, LAKIP 
1 paket 91.300.000  
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Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

  
Tersedianya belanja penghasilan 

ASN,Tambahan 

Penghasilan,Honorarium dan 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan 

5 sub keg 39.608.165.189  
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

  
Tersedianya belanja penghasilan 

ASN,Tambahan 

Penghasilan,Honorarium dan 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan 

5 sub keg 39.608.165.189  

  

  

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

  
Tersedianya belanja tambahan 

penghasilan ASN Dinkes 

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 

Dinkes 

620 Orang 39.608.165.189 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

  
Tersedianya belanja tambahan 

penghasilan ASN Dinkes 

Tersedianya gaji dan tunjangan 

ASN Dinkes 

620 Orang 39.608.165.189 

  

  

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

  
Tersedianya honorarium operator 

SIKDA Tersedianya honorarium 

panitia pengadaan barang dan jasa 

Tersedianya honorarium 

penatausahaan keuangan Tersedianya 

honorarium pengurus aset Dinas, 

RSUD dan Puskesmas Tersedianya 

jasa tenaga kontrak di lingkup dinas 

kesehatan 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

0 
Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

  Tersedianya honorarium operator 

SIKDA Tersedianya honorarium 

panitia pengadaan barang dan jasa 

Tersedianya honorarium 

penatausahaan keuangan 

Tersedianya honorarium pengurus 

aset Dinas, RSUD dan Puskesmas 

Tersedianya jasa tenaga kontrak di 

lingkup dinas 

kesehatan 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

0 

  

  
Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

  

Tersedianya laporan keuangan akhir 

tahun SKPD 

2 Laporan 8.504.271 
Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

  

Tersedianya laporan keuangan akhir 

tahun SKPD 

2 Laporan 8.504.271 

  

  
Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

  
Tersedianya bahan tanggapan hasil 

pemeriksaan 

2 

Dokumen 
6.050.000 

Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan 

  
Tersedianya bahan tanggapan hasil 

pemeriksaan 

2 Dokumen 6.050.000 
  

  

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes 

teran SKPD 

  

Terlaksananya kegiatan koordinasi 

dan penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

18 

Laporan 
14.520.000 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes 

teran SKPD 

  

Terlaksananya kegiatan koordinasi 

dan penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

18 Laporan 14.520.000 

  

  
Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah 

  
Terlaksananya Kegiatan Monev 

dan Rekon Aset 

2 sub keg 36.300.000 
Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

  
Terlaksananya Kegiatan Monev 

dan Rekon Aset 

2 sub keg 36.300.000 
  

  
Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

  
Terlaksananya kegiatan penghapusan 

barang Terlaksannya kegiatan 

monitoring aset/barang 

2 Laporan 24.200.000 
Pembinaan, Pengawasan, 

dan Pengendalian Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

  
Terlaksananya kegiatan 

penghapusan barang Terlaksannya 

kegiatan monitoring aset/barang 

2 Laporan 24.200.000 
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Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

  

Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi 

aset/barang menurut tahun pengadaan 

4 Laporan 12.100.000 
Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 

SKPD 

  

Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi 

aset/barang menurut tahun 

pengadaan 

4 Laporan 12.100.000 

  

  
Administrasi Pendapatan 

Daerah Kewenangan 

Perangkat Daerah 

  

Terlaksananya proses penerimaan 

retribusi 

1 sub keg 24.200.000 
Administrasi Pendapatan 

Daerah Kewenangan 

Perangkat Daerah 

  

Terlaksananya proses 

penerimaan retribusi 

1 sub keg 24.200.000 

  

  

Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah 

  
Terlaksananya proses penerimaan 

retribusi jasa umum yang teratur dan 

sesuai dengan standar pelayanan 

Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan 

asli daerah 

400 

Dokumen 
24.200.000 Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah 

  Terlaksananya proses penerimaan 

retribusi jasa umum yang teratur 

dan sesuai dengan standar 

pelayanan 

Terlaksananya rekonsiliasi 

pendapatan asli daerah 

400 

Dokumen 
24.200.000 

  

  

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

  
Terlaksannya kegiatan evaluasi data 

kepegawaian dan analisis jabatan 

dinas kesehatan 

4 sub keg 105.600.000 
Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

  
Terlaksannya kegiatan evaluasi 

data kepegawaian dan analisis 

jabatan dinas kesehatan 

4 sub keg 105.600.000 

  

  Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

  
Tersedianya pakaian dinas beserta 

atribut ASN Dinkes 

65 Paket 60.500.000 
Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

  
Tersedianya pakaian dinas beserta 

atribut ASN Dinkes 

65 Paket 60.500.000 
  

  
Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian 

  Terlaksannya kegiatan evaluasi data 

kepegawaian dan analisis jabatan 

dinas kesehatan 

120 

Dokumen 
14.300.000 Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian 

  Terlaksannya kegiatan evaluasi data 

kepegawaian dan analisis jabatan 

dinas kesehatan 

120 

Dokumen 
14.300.000 

  

  

Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai 

  
Terimplementasinya disiplin pegawai 

sesuai dengan PP 53 tahun 2010 

tentang disiplin pegawai 

5 

Dokumen 
14.300.000 Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai 

  
Terimplementasinya disiplin 

pegawai sesuai dengan PP 53 tahun 

2010 tentang disiplin pegawai 

5 Dokumen 14.300.000 

  

  

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

  
Meningkatkan pengetahuan ASN 

berdasarkan Tupoksi Terlaksananya 

kegiatan pelatihan ASN di RSUD 

Terlaksananya kegiatan pelatihan 

untuk tenaga penanggung jawab Poli 

Mata 

10 Orang 16.500.000 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

  
Meningkatkan pengetahuan ASN 

berdasarkan Tupoksi Terlaksananya 

kegiatan pelatihan ASN di RSUD 

Terlaksananya kegiatan pelatihan 

untuk tenaga penanggung jawab 

Poli Mata 

10 Orang 16.500.000 

  

  
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

8 sub keg 1.241.823.000 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

8 sub keg 1.241.823.000 
  

  
Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

  

Tersedianya komponen listrik di 

kantor 

2 paket 7.260.000 
Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

  

Tersedianya komponen listrik di 

kantor 

2 paket 7.260.000 
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Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

  
Tersedianya ATK Dinkes Tersedianya 

ATK RSUD Tersedianya peralatan 

CCTV kantor 

Tersedianya peralatan penunjang di 

kantor Tersedianya peralatan 

penunjang di RSUD 

5 Paket 605.000.000 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

  Tersedianya ATK Dinkes 

Tersedianya ATK RSUD 

Tersedianya peralatan CCTV 

kantor 

Tersedianya peralatan penunjang 

di kantor Tersedianya peralatan 

penunjang di RSUD 

5 Paket 605.000.000 

  

  

Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

  
Tersedianya peralatan kebersihan di 

RSUD Tersedianya peralatan 

kebersihan kantor Tersedianya 

peralatan yang di gunakan dalam 

perawatan pasien (RSUD) 

3 paket 108.900.000 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

  
Tersedianya peralatan kebersihan 

di RSUD Tersedianya peralatan 

kebersihan kantor Tersedianya 

peralatan yang di gunakan dalam 

perawatan pasien (RSUD) 

3 paket 108.900.000 

  

  
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

  
Tersedianya bahan bakar minyak/gas 

1 Paket 108.900.000 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

  
Tersedianya bahan bakar 

minyak/gas 

1 Paket 108.900.000   

  

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

  
Tersedianya barang cetakan dan 

penggandaan Dinas Tersedianya 

barang cetakan dan penggandaan 

RSUD 

2 paket 80.465.000 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

  
Tersedianya barang cetakan dan 

penggandaan Dinas Tersedianya 

barang cetakan dan penggandaan 

RSUD 

2 paket 80.465.000 

  

  
Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang- 

undangan 

  

Tersedianya bahan bacaan dan 

peraturan perundang- undanga 

12 

Dokumen 
12.100.000 

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang- 

undangan 

  

Tersedianya bahan bacaan dan 

peraturan perundang- undanga 

12 

Dokumen 
12.100.000 

  

  

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

  

Tersedianya makan minum tamu 

12 

Laporan 
12.100.000 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

  

Tersedianya makan minum tamu 
12 Laporan 12.100.000 

  

  

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

  Terlaksananya kegiatan perjalanan 

dinas dalam kabupaten Terlaksananya 

kegiatan 

perjalanan dinas luar daerah dalam 

provinsi Dinas Terlaksananya kegiatan 

perjalanan dinas luar daerah dalam 

provinsi RSUD Terlaksananya 

kegiatan perjalanan dinas luar daerah 

Dinas 

Terlaksananya kegiatan perjalanan 

dinas luar daerah RSUD 

terlaksananya konsultasi SKPD 

Terselenggaranya rapat koordinasi 

SKPD (Rapat Dinas) 

Terselenggaranya rapat koordinasi 

SKPD (Rapat RSUD) 

85 

Laporan 
307.098.000 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

  Terlaksananya kegiatan perjalanan 

dinas dalam kabupaten 

Terlaksananya kegiatan 

perjalanan dinas luar daerah dalam 

provinsi Dinas Terlaksananya 

kegiatan perjalanan dinas luar 

daerah dalam provinsi RSUD 

Terlaksananya kegiatan perjalanan 

dinas luar daerah Dinas 

Terlaksananya kegiatan perjalanan 

dinas luar daerah RSUD 

terlaksananya konsultasi SKPD 

Terselenggaranya rapat koordinasi 

SKPD (Rapat Dinas) 

Terselenggaranya rapat koordinasi 

SKPD (Rapat RSUD) 

85 Laporan 307.098.000 
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Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  

Tersedianya bangunan kantor dinas 

kesehatan kab. minsel 

4 sub bag 2.760.714.000 
Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  

Tersedianya bangunan 

kantor dinas kesehatan kab. 

minsel 

4 sub bag 2.760.714.000 

  

  

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

  
Tersedianya kendaraan ambulance 

puskesmas Tersedianya kendaraan 

operasional dinas kesehatan 

9 unit 0 Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

  Tersedianya kendaraan 

ambulance puskesmas 

Tersedianya kendaraan 

operasional dinas kesehatan 

9 unit 0 

  

  

Pengadaan Mebel 

  
tersedianya mebeler di kantor Dinas 

kesehatan dan Instalasi Farmasi 

tersedianya mebeler RSUD 

3 unit 542.564.000 
Pengadaan Mebel 

  tersedianya mebeler di kantor 

Dinas kesehatan dan Instalasi 

Farmasi tersedianya mebeler 

RSUD 

3 unit 542.564.000 
  

  Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

  Tersedianya mesin untuk 

pemeliharaan taman RSUD 

2 unit 18.150.000 Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

  Tersedianya mesin untuk 

pemeliharaan taman RSUD 

2 unit 18.150.000   

  Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

  Tersedianya bangunan kantor dinas 

kesehatan kab. minsel 

1 unit 2.200.000.000 Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

  Tersedianya bangunan kantor 

dinas kesehatan kab. minsel 

1 unit 2.200.000.000   

  Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  
Tersedianya Jasa Pelayanan  

Kantor 

3 sub keg 4.350.481.729 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  
Tersedianya Jasa Pelayanan  

Kantor 

3 sub keg 4.350.481.729 
  

  
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

  
Tersedianya materai (Dinas) 

Tersedianya materai (RSUD) 

12 

Laporan 
48.400.000 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

  
Tersedianya materai (Dinas) 

Tersedianya materai (RSUD) 

12 Laporan 48.400.000 
  

  
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

  
Tersedianya belanja listrik RSUD 

Tersedianya jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

12 

Laporan 
453.750.000 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

  Tersedianya belanja listrik 

RSUD 

Tersedianya jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

12 Laporan 453.750.000 
  

  
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

  
Tersedianya jasa petugas kebersihan 

(cleaning service) 

12 

Laporan 
3.848.331.729 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

  
Tersedianya jasa petugas 

kebersihan (cleaning service) 

12 Laporan 3.848.331.729 
  

  Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  
Tersedianya operasional pajak 

kendaraan dinas Tersedianya 

service kendaraan dinas 

1 sub keg 121.000.000 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  Tersedianya operasional 

pajak kendaraan dinas 

Tersedianya service 

kendaraan dinas 

1 sub keg 121.000.000 

  

  
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

  

Tersedianya operasional pajak 

kendaraan dinas Tersedianya service 

kendaraan dinas 

7 Unit 121.000.000 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

  

Tersedianya operasional pajak 

kendaraan dinas Tersedianya 

service kendaraan dinas 

7 Unit 121.000.000 
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PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

  

Bantuan jaminan kesehatan untuk 

masyarakat miskin 

4 keg 98.092.283.846 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

  

Bantuan jaminan kesehatan 

untuk masyarakat miskin 

4 keg 98.092.283.846 

  

  
Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

tersedianya fasilitas pelayanan 

kesehatan dan layak di puskesmas 

dan rumah sakit yang memadai 

8 sub keg 19.748.832.819 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

tersedianya fasilitas pelayanan 

kesehatan dan layak di puskesmas 

dan rumah sakit yang memadai 

8 sub keg 19.748.832.819 

  

  
Pembangunan Rumah Sakit 

beserta Sarana dan 

Prasarana Pendukungnya 

  
Terlaksananya pembuatan selasar dari 

pos satpam ke rawat inap 

Tersedianya bed pasien di rumah sakit 

1 unit 580.800.000 
Pembangunan Rumah Sakit 

beserta Sarana dan 

Prasarana Pendukungnya 

  Terlaksananya pembuatan selasar 

dari pos satpam ke rawat inap 

Tersedianya bed pasien di rumah 

sakit 

1 unit 580.800.000 

  

  
Pembangunan Puskesmas 

  tersedianya fasilitas pelayanan 

kesehatan yang layak di puskesmas  

4 unit 7.759.103.419 
Pembangunan Puskesmas 

  tersedianya fasilitas pelayanan 

kesehatan yang layak di puskesmas  

4 unit 7.759.103.419   

  

Pembangunan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

  
Tersedianya bangunan gudang 

Tersedianya Gedung Pemyimpanan 

vaksin kabupaten yang memadai 

Tersedianya gedung Polymerase Chain 

Reaction (PCR) Kabupaten 

1 unit 2.785.259.400 Pembangunan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

  
Tersedianya bangunan gudang 

Tersedianya Gedung Pemyimpanan 

vaksin kabupaten yang memadai 

Tersedianya gedung Polymerase 

Chain Reaction (PCR) Kabupaten 

1 unit 2.785.259.400 

  

  Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Puskesmas 

  Terlaksananya kegiatan rehabilitasi 

gedung puskesmas 

5 unit 139.150.000 Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Puskesmas 

  Terlaksananya kegiatan rehabilitasi 

gedung puskesmas 

5 unit 139.150.000   

  
Pengadaan Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

  

Tersedianya jaringan internet di 

Instalasi Farmasi Kabupaten 

1 unit 14.520.000 
Pengadaan Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

  

Tersedianya jaringan internet di 

Instalasi Farmasi Kabupaten 

1 unit 14.520.000 

  

  
Pengadaan Alat 

Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Tersedianya alat kesehatan Rumah 

Sakit dan 17 Puskesmas 

125 unit 1.210.000.000 
Pengadaan Alat 

Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Tersedianya alat kesehatan Rumah 

Sakit dan 17 Puskesmas 

125 unit 1.210.000.000 

  

  

Pengadaan Obat, Vaksin 

  
Terlaksananya Distribusi Obat Obat 

dari IFK ke PKM Tersedianya obat di 

Dinas Kesehatan 

Tersedianya obat di RSUD 

1 paket 6.050.000.000 
Pengadaan Obat, Vaksin 

  
Terlaksananya Distribusi Obat Obat 

dari IFK ke PKM Tersedianya obat 

di Dinas Kesehatan 

Tersedianya obat di RSUD 

1 paket 6.050.000.000 

  

  

Pengadaan Bahan Habis 

Pakai 

  

Tersedianya bahan habis pakai RSUD 

Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai 

di Dinas Kesehatan 

Tersedianya pengisian ulang tabung 

oksigen 

1 paket 1.210.000.000 Pengadaan Bahan Habis 

Pakai 

  
Tersedianya bahan habis pakai 

RSUD 

Tersedianya Bahan Medis Habis 

Pakai di Dinas Kesehatan 

Tersedianya pengisian ulang tabung 

oksigen 

1 paket 1.210.000.000 
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Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Tersedianya Pelayanan Kesehatan 

UKM danUKP  Rujukan 

22 sub keg 77.556.951.027 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Tersedianya Pelayanan 

Kesehatan UKM danUKP  

Rujukan 

22 sub keg 77.556.951.027 

  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Ibu Hamil 

  
Terbentuknya Tim Pengkajian AMP 

Terlaksananya Kegiatan Kelas Ibu 

Oleh Bidang Yang terlatih 

3131 orang 484.000.000 Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Ibu Hamil 

  
Terbentuknya Tim Pengkajian AMP 

Terlaksananya Kegiatan Kelas Ibu 

Oleh Bidang Yang terlatih 

3131 orang 484.000.000 
  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Ibu Bersalin 

  
Terlaksananya Monitoring Evaluasi 

dan Bimbingan Teknis Program 

Kesehatan Ibu 

2684 orang 242.000.000 Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Ibu Bersalin 

  
Terlaksananya Monitoring Evaluasi 

dan Bimbingan Teknis Program 

Kesehatan Ibu 

2684 orang 242.000.000 

  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Bayi Baru Lahir 

  Terlaksananya Kegiatan serta 

tersedianya Tenaga Pelaksana 

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Yang Terlatih 

Terlaksananya Kegiatan serta 

tersedianya Tenaga Pelaksana 

Penanganan MTBS dan Komplikasi 

Bayi Baru Lahir Yang Terlatih 

2640 orang 242.000.000 Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Bayi Baru Lahir 

  Terlaksananya Kegiatan serta 

tersedianya Tenaga Pelaksana 

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 

Lahir Yang Terlatih 

Terlaksananya Kegiatan serta 

tersedianya Tenaga Pelaksana 

Penanganan MTBS dan Komplikasi 

Bayi Baru Lahir Yang Terlatih 

2640 orang 242.000.000 

  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Balita 

  
Terlaksananya Kegiatan Serta 

Terlatihnya Petugas Pelaksana 

SDIDTK  

7384 orang 363.000.000 Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Balita 

  
Terlaksananya Kegiatan Serta 

Terlatihnya Petugas Pelaksana 

SDIDTK  

7384 orang 363.000.000 

  

  Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar 

  
Terlaksananya Kegiatan serta Adanya 

Model Sekolah Sehat 

7007 orang 651.106.687 
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar 

  
Terlaksananya Kegiatan serta 

Adanya Model Sekolah Sehat 

7007 orang 651.106.687 
  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia Lanjut 

  
Terlaksananya kegiatan monitoring 

evaluasi dan pelaporan program 

Terlaksananya kegiatan peningkatan 

kapasitas petugas 

22161 orang 242.000.000 Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia Lanjut 

  
Terlaksananya kegiatan monitoring 

evaluasi dan pelaporan program 

Terlaksananya kegiatan peningkatan 

kapasitas petugas 

22161 orang 242.000.000 

  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat 

  

Terlaksananya kegiatan pemantauan 

kesehatan Jiwa di sekolah 

Terlaksananya kegiatan peningkatan 

kapasitas Petugas puskesmas 

penangganan pasien dengan ODGJ 

Terlaksananya kegiatan sosialisasi 

penggunaan ASSIT 

Terlaksananya kegiatan supervisi 

penemuan kasus ODGJ 

406 orang 60.500.000 
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat 

  

Terlaksananya kegiatan pemantauan 

kesehatan Jiwa di sekolah 

Terlaksananya kegiatan peningkatan 

kapasitas Petugas puskesmas 

penangganan pasien dengan ODGJ 

Terlaksananya kegiatan sosialisasi 

penggunaan ASSIT 

Terlaksananya kegiatan supervisi 

penemuan kasus ODGJ 

406 orang 60.500.000 
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Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang Terduga 

Tuberkulosis 

  

Terlaksananya Bimbingan Teknis 

Petugas TBC di Puskesmas 

1122 orang 484.000.000 
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang Terduga 

Tuberkulosis 

  

Terlaksananya Bimbingan Teknis 

Petugas TBC di Puskesmas 

1122 orang 484.000.000 

  

  
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan 

Risiko Terinfeksi HIV 

  
Terlaksananya bimbingan teknis 

petugas HIV/AIDS puskesmas 

Terlaksananya kegiatan 

2449 orang 242.000.000 
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan 

Risiko Terinfeksi HIV 

  
Terlaksananya bimbingan teknis 

petugas HIV/AIDS puskesmas 

Terlaksananya kegiatan 

2449 orang 242.000.000 
  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat 

  
Menguatnya Jejaring dan Mitra Lintas 

Sektor & Lintas Program Untuk 

Pencapaian Indikator Program Gizi 

Meningkatnya Pengetahuan Peserta 

Dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Stunting 

17 dokumen 302.500.000 Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat 

  Menguatnya Jejaring dan Mitra 

Lintas Sektor & Lintas Program 

Untuk Pencapaian Indikator 

Program Gizi Meningkatnya 

Pengetahuan Peserta Dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Stunting 

17 dokumen 302.500.000 

  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

  
Terlaksananya pengukuran kebugaran 

bagi calon Jemaah Haji dan ASN 

Terlaksananya sosialisasi terhadap 

petugas puskesmas tentang Kesehatan 

Kerja sehingga dapat membentuk Pos 

UKK bagi kelompok kerja di 

masyarakat 

17 dokumen 68.311.507 
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

  
Terlaksananya pengukuran 

kebugaran bagi calon Jemaah Haji 

dan ASN Terlaksananya sosialisasi 

terhadap petugas puskesmas tentang 

Kesehatan Kerja sehingga dapat 

membentuk Pos UKK bagi 

kelompok kerja di masyarakat 

17 dokumen 68.311.507 

  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan 

  
Terlaksananya Studi EHRA dan 

tersediannya Sanitarian dan Kesling 

KIT 

17 dokumen 1.210.000.000 Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan 

  
Terlaksananya Studi EHRA dan 

tersediannya Sanitarian dan Kesling 

KIT 

17 dokumen 1.210.000.000 

  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Promosi Kesehatan 

  Terlaksananya kegiatan monitoring 

dan evaluasi dan pelaporan program 

promosi kesehatan 

Terlaksananya promosi kesehatan 

melalui penyuluhan/Edukasi dan 

konseling kepada masyarakat 

Tersedianya pengadaan media promosi 

poster dan leaflet 

17 dokumen 196.020.000 Pengelolaan Pelayanan 

Promosi Kesehatan 

  Terlaksananya kegiatan monitoring 

dan evaluasi dan pelaporan program 

promosi kesehatan 

Terlaksananya promosi kesehatan 

melalui penyuluhan/Edukasi dan 

konseling kepada masyarakat 

Tersedianya pengadaan media 

promosi poster dan leaflet 

17 dokumen 196.020.000 

  

  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Tradisional, 

Akupuntur, Asuhan Mandiri, 

dan Tradisional Lainnya 

  

monitoring dan evaluasi peningkatan 

kompetensi petugas HATRA di 

puskesmas 

terlaksananya monitoring dan evaluasi 

program HATRA dipuskesmas 

12 Dokumen 63.767.000 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Tradisional, 

Akupuntur, Asuhan 

Mandiri, dan Tradisional 

Lainnya 

  
monitoring dan evaluasi 

peningkatan kompetensi petugas 

HATRA di puskesmas 

terlaksananya monitoring dan 

evaluasi program HATRA 

dipuskesmas 

12 Dokumen 63.767.000 
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Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan 

  

Terlaksananya surveilans berbasis di 

Rumah Sakit dan 17 Puskesmas 

17 dokumen 363.000.000 Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan 

  

Terlaksananya surveilans berbasis 

di Rumah Sakit dan 17 Puskesmas 

17 dokumen 363.000.000 

  

  
Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular dan Tidak 

Menular 

  

Terlaksananya intensifikasi kasus  di 

17 puskesmas 

17 dokumen 3.166.413.125 
Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular dan Tidak 

Menular 

  

Terlaksananya intensifikasi kasus  

di 17 puskesmas 

17 dokumen 3.166.413.125 
  

  

Pengelolaan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat 

  

(pelayanan bebas dari kecurangan 

yang menimbulakan kerugian negara) 

pencegahan kecurangan JKN di FKTP 

(pelayanan bebas kecurangan yang 

tidak menimbulkan kerugian keuangan 

negara) Terlaksananya kegiatan JKN 

Rumah Sakit 

1 dokumen 66.551.146.957 Pengelolaan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat 

  
(pelayanan bebas dari kecurangan 

yang menimbulakan kerugian 

negara) 

pencegahan kecurangan JKN di 

FKTP (pelayanan bebas kecurangan 

yang tidak menimbulkan kerugian 

keuangan negara) Terlaksananya 

kegiatan JKN 

Rumah Sakit 

1 dokumen 66.551.146.957 

  

  

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial 

KLB ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional 

  

Terlaksananya pengambilan dan 

pengiriman spesimen campak dan 

polio 

1 paket 15.790.500 

Pengambilan dan 

Pengiriman Spesimen 

Penyakit Potensial KLB ke 

Laboratorium 

Rujukan/Nasional 

  

Terlaksananya pengambilan dan 

pengiriman spesimen campak dan 

polio 

1 paket 15.790.500 

  

  
Operasional Pelayanan 

Rumah Sakit 

  
Tersedianya makan minum pasien 

RSUD 

1 dokumen 181.500.000 Operasional Pelayanan 

Rumah Sakit 

  
Tersedianya makan minum pasien 

RSUD 

1 dokumen 181.500.000 
  

  
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

  
Terlaksananya kegiatan promotif dan 

preventif di puskesmas 

17 dokumen 1 Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

  
Terlaksananya kegiatan promotif 

dan preventif di puskesmas 

17 dokumen 1   

  
Pelaksanaan Akreditasi 

Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

  
Terlaksananya kegiatan akreditasi 

Rumah Sakit Umum Daerah  dan 

Puskesmas 

17 unit 2.420.000.000 
Pelaksanaan Akreditasi 

Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

  
Terlaksananya kegiatan akreditasi 

Rumah Sakit Umum Daerah  dan 

Puskesmas 

17 unit 2.420.000.000 

  

  
Investigasi Awal Kejadian 

Tidak Diharapkan (Kejadian 

Ikutan Pasca Imunisasi dan 

Pemberian Obat Massal) 

  

Terlaksananya kegiatan investigasi 

kasus KIPI 

17 laporan 7.895.250 
Investigasi Awal Kejadian 

Tidak Diharapkan (Kejadian 

Ikutan Pasca Imunisasi dan 

Pemberian Obat Massal) 

  

Terlaksananya kegiatan investigasi 

kasus KIPI 

17 laporan 7.895.250 

  

  
Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Kesehatan 

secara Terintegrasi 

  

Terlaksananya Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 

2 sub keg 363.000.000 
Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Kesehatan 

secara Terintegrasi 

  

Terlaksananya Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 

2 sub keg 363.000.000 
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Pengelolaan Data dan 

Informasi Kesehatan 

  

Terlaksananya kegitan monitoring dan 

evaluasi program PIS-PK 

Terlaksananya pertemuan penentuan 

sasaran dan evaluasi program Standar 

pelayanan minimal Terlaksananya 

pertemuan penyusunan profi kesehatan 

Tersedianya Buku Profil Kesehatan 

Kabupaten 

12 Dokumen 181.500.000 Pengelolaan Data dan 

Informasi Kesehatan 

  
Terlaksananya kegitan monitoring 

dan evaluasi program PIS-PK 

Terlaksananya pertemuan 

penentuan sasaran dan evaluasi 

program Standar pelayanan minimal 

Terlaksananya pertemuan 

penyusunan profi kesehatan 

Tersedianya Buku Profil Kesehatan 

Kabupaten 

12 Dokumen 181.500.000 

  

  
Pengelolaan Sistem 

Informasi Kesehatan 

  Terselenggaranya pertemuan 

peningkatan Sistem Informasi 

Kesehatan (SIKDA) 

12 Dokumen 181.500.000 Pengelolaan Sistem 

Informasi Kesehatan 

  Terselenggaranya pertemuan 

peningkatan Sistem Informasi 

Kesehatan (SIKDA) 

12 Dokumen 181.500.000 
  

  
Penerbitan Izin Rumah 

Sakit Kelas C, D dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

  

tersedianya pelayanan kesehatan 

yang memadai 

1 sub keg 423.500.000 

Penerbitan Izin Rumah 

Sakit Kelas C, D dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

tersedianya pelayanan kesehatan 

yang memadai 

1 sub keg 423.500.000 

  

  
Peningkatan Mutu 

Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan 

  
tersedianya pelayanan kesehatan yang 

memadai 

17 unit 423.500.000 
Peningkatan Mutu 

Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan 

  
tersedianya pelayanan kesehatan 

yang memadai 

17 unit 423.500.000 
  

  
PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN 

  

JG89:G97umlah tenaga medis 
3 keg 50.500.000 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN 

  

JG89:G97umlah tenaga medis 
3 keg 50.500.000 

  

  
Pemberian Izin Praktik 

Tenaga Kesehatan di 

Wilayah Kabupaten/Kota 

  
Tersedianya alat penunjang untuk 

legalitas tenaga kesehatan sehingga 

lebih optimal 

2 sub keg 13.337.500 
Pemberian Izin Praktik 

Tenaga Kesehatan di 

Wilayah Kabupaten/Kota 

  
Tersedianya alat penunjang 

untuk legalitas tenaga kesehatan 

sehingga lebih optimal 

2 sub keg 13.337.500 
  

  
Pengendalian Perizinan 

Praktik Tenaga Kesehatan 

  Tersedianya alat penunjang untuk 

legalitas tenaga kesehatan sehingga 

lebih optimal 

1 dokumen 0 Pengendalian Perizinan 

Praktik Tenaga Kesehatan 

  Tersedianya alat penunjang untuk 

legalitas tenaga kesehatan sehingga 

lebih optimal 

1 dokumen 0 
  

  
Pembinaan dan Pengawasan 

Tenaga Kesehatan serta 

Tindak Lanjut Perizinan 

Praktik Tenaga Kesehatan 

  
Meningkatkan penyelenggaraan 

pelayanan kefarmasian sesuai standar 

di Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, 

Apotik dan Toko Obat 

1 dokumen 13.337.500 
Pembinaan dan Pengawasan 

Tenaga Kesehatan serta 

Tindak Lanjut Perizinan 

Praktik Tenaga Kesehatan 

  
Meningkatkan penyelenggaraan 

pelayanan kefarmasian sesuai 

standar di Rumah Sakit, Klinik, 

Puskesmas, Apotik dan Toko Obat 

1 dokumen 13.337.500 
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Perencanaan Kebutuhan 

dan Pendayagunaan 

Sumberdaya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan 

UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

  

Meningkatkan Pembinaan dan 

Pengawasan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

2 sub keg 18.146.500 

Perencanaan Kebutuhan 

dan Pendayagunaan 

Sumberdaya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan 

UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

  

Meningkatkan Pembinaan dan 

Pengawasan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

2 sub keg  45.815.000  

  

  

Pemenuhan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan sesuai Standar 

  
mempermudah akses online 

pengelolaan sistem informasi tenaga 

kesehatan Pelayanan Kesehatan di 

FKTP/Puskesmas sesuai standar dan 

optimal 

50 orang 0 
Pemenuhan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan sesuai Standar 

  
mempermudah akses online 

pengelolaan sistem informasi tenaga 

kesehatan Pelayanan Kesehatan di 

FKTP/Puskesmas sesuai standar dan 

optimal 

3 Kali  27.500.000  

  

  

Pembinaan dan Pengawasan 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

  
Meningkatkan Penggunanan Obat 

Rasional di Fasilitas Pelayanan 

Kefarmasian Tenaga kesehatan 

memiliki legalitas pelayanan 

1 dokumen 18.146.500 
Pembinaan dan Pengawasan 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

  
Meningkatkan Penggunanan Obat 

Rasional di Fasilitas Pelayanan 

Kefarmasian Tenaga kesehatan 

memiliki legalitas pelayanan 

12 Bulan  18.315.000  

  

  
Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi 

Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Terlaksanannya Pelayanan 

Kesehatan di Fasyankes Puskesmas 

yang lebih optimal 

1 sub keg 19.016.000 

Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi 

Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Terlaksanannya Pelayanan 

Kesehatan di Fasyankes 

Puskesmas yang lebih optimal 

1 sub keg  22.000.000  

  

  

Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi 

Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

  

Pelayanan Kesehatan di Fasyankes 

Puskesmas lebih optimal 

tenaga kesehatan memperoleh 

sertifikat kompetensi Alih Jenjang 

50 orang 19.016.000 

Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi 

Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

  

Pelayanan Kesehatan di Fasyankes 

Puskesmas lebih optimal 

tenaga kesehatan memperoleh 

sertifikat kompetensi Alih Jenjang 

12 Bulan  22.000.000  

  

  
PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN 

  

Persentase sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan makanan minuman 

2 keg 13.524.485 
PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN 

  

Persentase sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan makanan 

minuman 

100%           501.491.361  

  

  
Pemberian Izin Apotek, 

Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

  

Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan dukungan lintas 

sektor dalam penggunaan alat 

kesehatan 

1 sub keg 5.000.000 

Pemberian Izin Apotek, 

Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

  

Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan dukungan lintas 

sektor dalam penggunaan alat 

kesehatan 

1 sub keg  377.612.651  
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Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut 

Pengawasan Perizinan Apotek, 

Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan, dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) 

  

Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan dukungan lintas 

sektor dalam penggunaan alat 

kesehatan (Alkes) dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga (PKRT) 

yang benar 

100 dokumen 5.000.000 

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Perizinan Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan, dan 

Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

  
Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan dukungan 

lintas sektor dalam 

penggunaan alat kesehatan 

(Alkes) dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga 

(PKRT) yang benar 

100 dokumen 5.000.000 

  

  
Pemberian Sertifikat 

Produksi untuk sarana 

produksi alat kesehatan 

kelas I tertentu dan 

perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga kelas I 

tertentu dan perbekalan RT 

  

Terlaksannya kegiatan 

Pembinaan, pengawasan dan 

pemeriksaan PKRT 

1 sub keg 3.524.485 

Pemberian Sertifikat Produksi 

untuk sarana produksi alat 

kesehatan kelas I tertentu dan 

perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga kelas I tertentu dan 

perbekalan RT 

  

Terlaksannya kegiatan 

Pembinaan, pengawasan dan 

pemeriksaan PKRT 

1 sub keg 3.524.485 

  

  
Penerbitan Sertifikat produksi 

pangan industri rumah tangga 

dan nomor P-IRT sebagai izin 

yang dapat di produksi oleh 

industri rumah tangga 

  

Terlaksananya  industri rumah 

tangga yang memiliki SPP-

IRT,Penyuluhan kepada pelaku 

usaha IRT,Pengawasan sarana IRT 

1 Dokumen 3.524.485 

Penerbitan Sertifikat produksi 

pangan industri rumah tangga dan 

nomor P-IRT sebagai izin yang 

dapat di produksi oleh industri 

rumah tangga 

  

Terlaksananya  industri rumah 

tangga yang memiliki SPP-

IRT,Penyuluhan kepada 

pelaku usaha IRT,Pengawasan 

sarana IRT 

1 Dokumen 3.524.485 

  

 

Pengendalian dan pengawasan 

serta tindak lanjut pengawasan 

penerbitan sertifikat laik 

higiene sanitasi tempat 

pengelolaan makanan (TPM) 

antara lain jasa boga, rumah 

makan/restoran dan depot air 

minum (DAM) 

 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan 

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 

Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain Jasa 

Boga, Rumah Makan/Restoran dan 

Depot Air Minum (DAM) 

100 dokumen 0 

Pengendalian dan pengawasan 

serta tindak lanjut pengawasan 

penerbitan sertifikat laik higiene 

sanitasi tempat pengelolaan 

makanan (TPM) antara lain jasa 

boga, rumah makan/restoran dan 

depot air minum (DAM) 

 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut 

Pengawasan Penerbitan 

Sertifikat Laik Higiene 

Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain 

Jasa Boga, Rumah 

Makan/Restoran dan Depot 

Air Minum (DAM) 

100 dokumen 0 

 

 
Penerbitan Stiker 

Pembinaan pada Makanan 

Jajanan dan Sentra 

Makanan Jajanan 

  
1 sub keg 0 

Penerbitan Stiker Pembinaan 

pada Makanan Jajanan dan 

Sentra Makanan Jajanan 

  
1 sub keg 0 

 

 
Pengendalian dan pengawasan 

serta tindak lanjut penerbitan 

stiker pembinaan pada 

makanan jajanan dan sentra 

makanan jajanan 

 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Penerbitan Stiker 

Pembinaan pada Makanan Jajanan 

dan Sentra Makanan Jajanan 

100 dokumen 0 

Pengendalian dan pengawasan 

serta tindak lanjut penerbitan 

stiker pembinaan pada makanan 

jajanan dan sentra makanan 

jajanan 

 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Penerbitan 

Stiker Pembinaan pada 

Makanan Jajanan dan Sentra 

Makanan Jajanan 

100 dokumen 0 
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Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Post Market 

pada Produksi dan Produk 

Makanan Minuman Industri 

Rumah Tangga 

  
1 sub keg 5.000.000 

Pemeriksaan dan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Post Market pada Produksi 

dan Produk Makanan 

Minuman Industri Rumah 

Tangga 

  
1 sub keg 5.000.000 

 

 

Pemeriksaan Post Market pada 

Produk Makanan- Minuman 

Industri Rumah Tangga yang 

Beredar dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan 

 

Jumlah Produk dan Sarana Produksi 

Makanan-Minuman Industri Rumah 

Tangga Beredar yang Dilakukan 

Pemeriksaan Post Market dalam 

rangka Tindak Lanjut Pengawasan 

50 unit 5.000.000 

Pemeriksaan Post Market pada 

Produk Makanan- Minuman 

Industri Rumah Tangga yang 

Beredar dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan 

 

Jumlah Produk dan Sarana 

Produksi Makanan-

Minuman Industri Rumah 

Tangga Beredar yang 

Dilakukan Pemeriksaan Post 

Market dalam rangka 

Tindak Lanjut Pengawasan 

50 unit 5.000.000 

 

  

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

  

Terwujudnya Kabupaten Sehat 
3 keg 50.500.000 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

  

Terwujudnya Kabupaten 

Sehat 
80% 

          

184.698.700  

  

  
Advokasi, Pemberdayaan, 

Kemitraan, Peningkatan Peran 

serta Masyarakat dan Lintas 

Sektor Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan dukungan lintas 

sektor dalam penggunaan alat 

kesehatan  

1 sub keg 16.500.000 

Advokasi, Pemberdayaan, 

Kemitraan, Peningkatan 

Peran serta Masyarakat dan 

Lintas Sektor Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

  
Meningkatkan 

kemampuan masyarakat 

dan dukungan lintas 

sektor dalam penggunaan 

alat kesehatan  

1 sub keg  55.000.000  

  

  

Peningkatan Upaya Promosi 

Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

  
Terwujudnya kemampuan peran serta 

lintas sektoral pada kegiatan promosi 

kesehatan dalam pertemuan advokasi 

kemitraan 

17 dokumen 16.500.000 
Peningkatan Upaya Promosi 

Kesehatan, Advokasi, 

Kemitraan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

   Terwujudnya kemampuan 

peran serta lintas sektoral 

pada kegiatan promosi 

kesehatan dalam pertemuan 

advokasi kemitraan 

12 Bulan  55.000.000  

  

  
Pelaksanaan Sehat dalam rangka 

Promotif Preventif Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

  
Terlaksananya dalam rangka 

Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 sub keg 17.000.000 
Pelaksanaan Sehat dalam 

rangka Promotif Preventif 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  
Terlaksananya dalam 

rangka Promotif Preventif 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 sub keg  80.000.000  

  

  

Penyelenggaraan Promosi 

Kesehatan dan Gerakan Hidup 

Bersih dan Sehat 

  

Terlaksananya kegiatan monitoring 

dan evaluasi dan pelaporan program 

promosi kesehatan 

Terlaksananya sosialisasi Germas 

17 dokumen 17.000.000 
Penyelenggaraan Promosi 

Kesehatan dan Gerakan Hidup 

Bersih dan Sehat 

  Terlaksananya kegiatan 

monitoring dan evaluasi dan 

pelaporan program promosi 

kesehatan 

Terlaksananya sosialisasi 

Germas 

12 Bulan  80.000.000  
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Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

  

Adanya kompetensi tenaga dalam 

melaksanakan Pharmaceutical care 

kepada pasien 

1 sub keg 17.000.000 

Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Adanya kompetensi tenaga 

dalam melaksanakan 

Pharmaceutical care 

kepada pasien 

1 sub keg  49.698.700  

  

  

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

  

Adanya kompetensi tenaga dalam 

melaksanakan Pharmaceutical care 

kepada pasien 

Tersertifikasinya Pelaku Usaha 

Industri Rumah Tangga Pangan 

50 dokumen 17.000.000 

Bimbingan Teknis dan 

Supervisi Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat 

(UKBM) 

  
Adanya kompetensi tenaga 

dalam melaksanakan 

Pharmaceutical care kepada 

pasien 

Tersertifikasinya Pelaku 

Usaha Industri Rumah 

Tangga Pangan 

12 Bulan  49.698.700  

  

 
 

  TOTAL 146.722.322.183   
 

TOTAL 146.722.322.183 
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2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

Permasalahan kesehatan lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu masih ada 

program/kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM 

maupun indikator lainnya sesuai tujuan dan sasaran RPJMD, dimana data yang ada 

memperlihatkan dinamika masalah kesehatan yang masih kompleks.  

Proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari 

proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan mekanisme buttom 

up melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat 

desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai dengan tingkat 

nasional. Hasil pelaksanaan musrenbang (baik di tingkat desa, tingkat kecamatan dan 

kabupaten). 

 

Tabel 2.5.1 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Kabupaten Minahasa Selatan 

 

Nama Perangkat Daerah : ……. 

 

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 

1 2 3 4 5 6 

  

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

  

Nilai LAKIP Perangkat Daerah 48.515.513.852   

  

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

  

Terlaksananya Pelaporan dan 

Penyusunan Penganggaran Perangkat 

Daerah 

238.155.664   

  
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

  
Tersedianya Dokumen Pelaporan 

Perencanaan Perangkat Daerah 
63.250.000   

  

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

  Terlaksananya pertemuan Penyusunan 

Dokumen RKA- SKPD 

Tersedianya dokumen RKA- SKPD 

83.605.664   

  

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

  
Tersedianya laporan kinerja SKPD, LPPD, 

LAKIP 
91.300.000   

  

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

  
Tersedianya belanja penghasilan 

ASN,Tambahan 

Penghasilan,Honorarium dan 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan 

39.608.165.189   

  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

  
Tersedianya belanja tambahan penghasilan 

ASN Dinkes 

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 

Dinkes 

39.608.165.189  
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Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

  Tersedianya honorarium operator SIKDA 

Tersedianya honorarium panitia pengadaan 

barang dan jasa 

Tersedianya honorarium penatausahaan 

keuangan Tersedianya honorarium 

pengurus aset Dinas, RSUD dan Puskesmas 

Tersedianya jasa tenaga kontrak di lingkup 

dinas 

kesehatan 

0  

  

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

  

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 

SKPD 

8.504.271  

  
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan 

  
Tersedianya bahan tanggapan hasil 

pemeriksaan 

6.050.000  

  

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 

  

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan 

penyusunan laporan keuangan SKPD 

14.520.000  

  
Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

  
Terlaksananya Kegiatan Monev dan 

Rekon Aset 

36.300.000  

  

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

  

Terlaksananya kegiatan penghapusan 

barang Terlaksannya kegiatan monitoring 

aset/barang 

24.200.000  

  

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

  

Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi 

aset/barang menurut tahun pengadaan 

12.100.000  

  
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 

Perangkat Daerah 

  
Terlaksananya proses penerimaan 

retribusi 

24.200.000  

  

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

  

Terlaksananya proses penerimaan retribusi 

jasa umum yang teratur dan sesuai dengan 

standar pelayanan 

Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan asli 

daerah 

24.200.000  

  

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

  
Terlaksannya kegiatan evaluasi data 

kepegawaian dan analisis jabatan dinas 

kesehatan 

105.600.000  

  
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

  
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut 

ASN Dinkes 

60.500.000  

  
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

  Terlaksannya kegiatan evaluasi data 

kepegawaian dan analisis jabatan dinas 

kesehatan 

14.300.000  

 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai 

  
Terimplementasinya disiplin pegawai 

sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang 

disiplin pegawai 

14.300.000  

  

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

  
Meningkatkan pengetahuan ASN 

berdasarkan Tupoksi Terlaksananya 

kegiatan pelatihan ASN di RSUD 

Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk 

tenaga penanggung jawab Poli Mata 

16.500.000  
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Administrasi Umum Perangkat Daerah 

  

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
1.241.823.000  

  

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

  

Tersedianya komponen listrik di kantor 
7.260.000  

  

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

  

Tersedianya ATK Dinkes Tersedianya 

ATK RSUD Tersedianya peralatan CCTV 

kantor 

Tersedianya peralatan penunjang di kantor 

Tersedianya peralatan penunjang di RSUD 

605.000.000  

  

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

  

Tersedianya peralatan kebersihan di RSUD 

Tersedianya peralatan kebersihan kantor 

Tersedianya peralatan yang di gunakan 

dalam perawatan pasien (RSUD) 

108.900.000  

  
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

  
Tersedianya bahan bakar minyak/gas 

108.900.000  

  

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

  

Tersedianya barang cetakan dan 

penggandaan Dinas Tersedianya barang 

cetakan dan penggandaan RSUD 

80.465.000  

  

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang- undangan 

  

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 

perundang- undanga 

12.100.000  

  
Fasilitasi Kunjungan Tamu 

  
Tersedianya makan minum tamu 

12.100.000  

  

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

  
Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas 

dalam kabupaten Terlaksananya kegiatan 

perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 

Dinas Terlaksananya kegiatan perjalanan 

dinas luar daerah dalam provinsi RSUD 

Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas 

luar daerah Dinas 

Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas 

luar daerah RSUD 

terlaksananya konsultasi SKPD 

Terselenggaranya rapat koordinasi SKPD 

(Rapat Dinas) Terselenggaranya rapat 

koordinasi SKPD (Rapat RSUD) 

307.098.000  

  

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

  

Tersedianya bangunan kantor dinas 

kesehatan kab. minsel 

2.760.714.000  

  

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

  
Tersedianya kendaraan ambulance 

puskesmas Tersedianya kendaraan 

operasional dinas kesehatan 

0  

  

Pengadaan Mebel 

  tersedianya mebeler di kantor Dinas 

kesehatan dan Instalasi Farmasi tersedianya 

mebeler RSUD 

542.564.000  

  
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

  Tersedianya mesin untuk pemeliharaan 

taman RSUD 

18.150.000  

  
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

  Tersedianya bangunan kantor dinas 

kesehatan kab. minsel 

2.200.000.000  
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  

Tersedianya Jasa Pelayanan  Kantor 
4.350.481.729  

  
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

  Tersedianya materai (Dinas) Tersedianya 

materai (RSUD) 

48.400.000  

  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

  
Tersedianya belanja listrik RSUD 

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 

453.750.000  

  

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

  
Tersedianya jasa petugas kebersihan 

(cleaning service) 

3.848.331.729  

  

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

  
Tersedianya operasional pajak 

kendaraan dinas Tersedianya service 

kendaraan dinas 

121.000.000  

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

  
Tersedianya operasional pajak kendaraan 

dinas Tersedianya service kendaraan dinas 

121.000.000  

  
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

  

Bantuan jaminan kesehatan untuk 

masyarakat miskin 

98.092.283.846  

  
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  
tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan 

dan layak di puskesmas dan rumah sakit 

yang memadai 

19.748.832.819  

  

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan 

Prasarana Pendukungnya 

  
Terlaksananya pembuatan selasar dari pos 

satpam ke rawat inap 

Tersedianya bed pasien di rumah sakit 

580.800.000  

  
Pembangunan Puskesmas 

  tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan 

yang layak di puskesmas  

7.759.103.419  

  

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 

  
Tersedianya bangunan gudang 

Tersedianya Gedung Pemyimpanan vaksin 

kabupaten yang memadai Tersedianya 

gedung Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Kabupaten 

2.785.259.400  

  
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 

  Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung 

puskesmas 

139.150.000  

  

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

  

Tersedianya jaringan internet di Instalasi 

Farmasi Kabupaten 

14.520.000  

  
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

  
Tersedianya alat kesehatan Rumah Sakit 

dan 17 Puskesmas 

1.210.000.000  

  

Pengadaan Obat, Vaksin 

  
Terlaksananya Distribusi Obat Obat dari 

IFK ke PKM Tersedianya obat di Dinas 

Kesehatan 

Tersedianya obat di RSUD 

6.050.000.000  

  

Pengadaan Bahan Habis Pakai 

  

Tersedianya bahan habis pakai RSUD 

Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai di 

Dinas Kesehatan 

Tersedianya pengisian ulang tabung 

oksigen 

1.210.000.000  

  Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  
Tersedianya Pelayanan Kesehatan UKM 

danUKP  Rujukan 

77.556.951.027  

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

  
Terbentuknya Tim Pengkajian AMP 

Terlaksananya Kegiatan Kelas Ibu Oleh 

Bidang Yang terlatih 

484.000.000  
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

  

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan 

Bimbingan Teknis Program Kesehatan Ibu 

242.000.000  

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

  
Terlaksananya Kegiatan serta tersedianya 

Tenaga Pelaksana Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir Yang Terlatih 

Terlaksananya Kegiatan serta tersedianya 

Tenaga Pelaksana Penanganan MTBS dan 

Komplikasi Bayi Baru Lahir Yang Terlatih 

242.000.000  

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 

  

Terlaksananya Kegiatan Serta Terlatihnya 

Petugas Pelaksana SDIDTK  

363.000.000  

  
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar 

  
Terlaksananya Kegiatan serta Adanya 

Model Sekolah Sehat 

651.106.687  

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut 

  

Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi 

dan pelaporan program Terlaksananya 

kegiatan peningkatan kapasitas petugas 

242.000.000  

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat 

  
Terlaksananya kegiatan pemantauan 

kesehatan Jiwa di sekolah 

Terlaksananya kegiatan peningkatan 

kapasitas Petugas puskesmas penangganan 

pasien dengan ODGJ Terlaksananya 

kegiatan sosialisasi penggunaan ASSIT 

Terlaksananya kegiatan supervisi penemuan 

kasus ODGJ 

60.500.000  

  
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 

Tuberkulosis 

  
Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas 

TBC di Puskesmas 

 484.000.000 

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Risiko Terinfeksi HIV 

  
Terlaksananya bimbingan teknis petugas 

HIV/AIDS puskesmas Terlaksananya 

kegiatan 

 242.000.000 

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 

  

Menguatnya Jejaring dan Mitra Lintas 

Sektor & Lintas Program Untuk Pencapaian 

Indikator Program Gizi Meningkatnya 

Pengetahuan Peserta Dalam Pencegahan 

dan Penanggulangan Stunting 

302.500.000  

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

  
Terlaksananya pengukuran kebugaran bagi 

calon Jemaah Haji dan ASN Terlaksananya 

sosialisasi terhadap petugas puskesmas 

tentang Kesehatan Kerja sehingga dapat 

membentuk Pos UKK bagi kelompok kerja 

di masyarakat 

68.311.507  

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

  
Terlaksananya Studi EHRA dan 

tersediannya Sanitarian dan Kesling KIT 

1.210.000.000  

  

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 

  Terlaksananya kegiatan monitoring dan 

evaluasi dan pelaporan program promosi 

kesehatan 

Terlaksananya promosi kesehatan melalui 

penyuluhan/Edukasi dan konseling kepada 

masyarakat 

Tersedianya pengadaan media promosi 

poster dan leaflet 

196.020.000  

  

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 

Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 

Lainnya 

  
monitoring dan evaluasi peningkatan 

kompetensi petugas HATRA di puskesmas 

terlaksananya monitoring dan evaluasi 

program HATRA dipuskesmas 

63.767.000  
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Pengelolaan Surveilans Kesehatan 

  

Terlaksananya surveilans berbasis di 

Rumah Sakit dan 17 Puskesmas 

363.000.000  

  

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular 

  

Terlaksananya intensifikasi kasus  di 17 

puskesmas 

3.166.413.125  

  

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

  (pelayanan bebas dari kecurangan yang 

menimbulakan kerugian negara) 

pencegahan kecurangan JKN di FKTP 

(pelayanan bebas kecurangan yang tidak 

menimbulkan kerugian keuangan negara) 

Terlaksananya kegiatan JKN 

Rumah Sakit 

66.551.146.957  

  
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit 

Potensial KLB ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional 

  

Terlaksananya pengambilan dan 

pengiriman spesimen campak dan polio 

15.790.500  

  

Operasional Pelayanan Rumah Sakit 

  

Tersedianya makan minum pasien RSUD 
181.500.000  

  
Operasional Pelayanan Puskesmas 

  
Terlaksananya kegiatan promotif dan 

preventif di puskesmas 

1  

  

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

  

Terlaksananya kegiatan akreditasi Rumah 

Sakit Umum Daerah  dan Puskesmas 

2.420.000.000  

  

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian 

Obat Massal) 

  

Terlaksananya kegiatan investigasi kasus 

KIPI 

7.895.250  

  

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan 

secara Terintegrasi 

  

Terlaksananya Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 

363.000.000  

  

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 

  
Terlaksananya kegitan monitoring dan 

evaluasi program PIS-PK Terlaksananya 

pertemuan penentuan sasaran dan evaluasi 

program Standar pelayanan minimal 

Terlaksananya pertemuan penyusunan profi 

kesehatan Tersedianya Buku Profil 

Kesehatan Kabupaten 

181.500.000  

  

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 

  
Terselenggaranya pertemuan peningkatan 

Sistem Informasi Kesehatan (SIKDA) 

181.500.000  

  
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

tersedianya pelayanan kesehatan yang 

memadai 

423.500.000  

  

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 

  
tersedianya pelayanan kesehatan yang 

memadai 

423.500.000  

  

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 

  

JG89:G97umlah tenaga medis 
50.500.000  

  

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di 

Wilayah Kabupaten/Kota 

  
Tersedianya alat penunjang untuk 

legalitas tenaga kesehatan sehingga lebih 

optimal 

13.337.500  

  

Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 

  
Tersedianya alat penunjang untuk legalitas 

tenaga kesehatan sehingga lebih optimal 

0  
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Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 

serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga 

Kesehatan 

  

Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan 

kefarmasian sesuai standar di Rumah Sakit, 

Klinik, Puskesmas, Apotik dan Toko Obat 

13.337.500  

  
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 

Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP 

dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 

  
Meningkatkan Pembinaan dan 

Pengawasan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

18.146.500  

  

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan sesuai Standar 

  

mempermudah akses online pengelolaan 

sistem informasi tenaga kesehatan 

Pelayanan Kesehatan di FKTP/Puskesmas 

sesuai standar dan optimal 

0  

  

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

  

Meningkatkan Penggunanan Obat Rasional 

di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Tenaga 

kesehatan memiliki legalitas pelayanan 

18.146.500  

  
Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

  

Terlaksanannya Pelayanan Kesehatan di 

Fasyankes Puskesmas yang lebih optimal 

19.016.000  

  

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 

Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

  
Pelayanan Kesehatan di Fasyankes 

Puskesmas lebih optimal 

tenaga kesehatan memperoleh sertifikat 

kompetensi Alih Jenjang 

19.016.000  

  

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 

  

Persentase sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan makanan minuman 

13.524.485  

  
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

  
Meningkatkan kemampuan masyarakat 

dan dukungan lintas sektor dalam 

penggunaan alat kesehatan 

5.000.000  

  

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko 

Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

  
Meningkatkan kemampuan masyarakat dan 

dukungan lintas sektor dalam penggunaan 

alat kesehatan (Alkes) dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga (PKRT) yang 

benar 

5.000.000  

  
Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana 

produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan 

perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas I 

tertentu dan perbekalan RT 

  

Terlaksannya kegiatan Pembinaan, 

pengawasan dan pemeriksaan PKRT 

3.524.485  

  
Penerbitan Sertifikat produksi pangan industri 

rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin yang 

dapat di produksi oleh industri rumah tangga 

  

Terlaksananya  industri rumah tangga yang 

memiliki SPP-IRT,Penyuluhan kepada 

pelaku usaha IRT,Pengawasan sarana IRT 

3.524.485  

 

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 

pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene 

sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara 

lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air 

minum (DAM) 

 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik 

Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, 

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air 

Minum (DAM) 

0  

 

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan 

Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 
  

0  
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Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 

penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan 

dan sentra makanan jajanan 

 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 

dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Penerbitan Stiker Pembinaan pada 

Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 

Jajanan 

0  

 

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan 

Produk Makanan Minuman Industri Rumah 

Tangga 

  
5.000.000  

 

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- 

Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar 

dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

 

Jumlah Produk dan Sarana Produksi 

Makanan-Minuman Industri Rumah 

Tangga Beredar yang Dilakukan 

Pemeriksaan Post Market dalam rangka 

Tindak Lanjut Pengawasan 

5.000.000  

  

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 

  

Terwujudnya Kabupaten Sehat 
50.500.000  

  

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 

Peningkatan Peran serta Masyarakat dan 

Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

  
Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan dukungan lintas 

sektor dalam penggunaan alat 

kesehatan  

16.500.000  

  

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, 

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 

  
Terwujudnya kemampuan peran serta 

lintas sektoral pada kegiatan promosi 

kesehatan dalam pertemuan advokasi 

kemitraan 

16.500.000  

  

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif 

Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

  
Terlaksananya dalam rangka 

Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

17.000.000  

  

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan 

Hidup Bersih dan Sehat 

  

Terlaksananya kegiatan monitoring dan 

evaluasi dan pelaporan program promosi 

kesehatan 

Terlaksananya sosialisasi Germas 

17.000.000  

  

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 

(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

  

Adanya kompetensi tenaga dalam 

melaksanakan Pharmaceutical care 

kepada pasien 

17.000.000  

  

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan 

dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) 

  

Adanya kompetensi tenaga dalam 

melaksanakan Pharmaceutical care 

kepada pasien 

Tersertifikasinya Pelaku Usaha Industri 

Rumah Tangga Pangan 

17.000.000  

 
 

 TOTAL 146.722.322.183  
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL  

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta 

memiliki peran penting untuk penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan 

harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh 

komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kesadaran hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh 

kesinambungan antar upaya program dan sektor. 

Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan tahun 2022-2026 guna 

tercapainya indikator sasaran strategis nasional, maka kebijakan pembangunan 

kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan 

kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) 

dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan 

pemanfaatan teknologi. Adapun arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima 

strategi sebagai berikut : 

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; 

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan 

permasalahan gizi ganda;  

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;  

4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan  

5. Penguatan sistem kesehatan.  

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, maka Dinas 

Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan telah menyesuaikan Rencana Kerja sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Meskipun 

begitu, harus diakui bahwa dalam pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, terdapat beberapa faktor penghambat 

diantaranya keterbatasan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Minahasa Selatan, sehingga untuk mencapai beberapa target yang telah ditetapkan, Dinas 
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Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan mengajukan tambahan dana yang bersumber 

dari APBN ke Kementerian Kesehatan.  

Meski terdapat faktor penghambat, terdapat juga faktor pendorong dalam pencapaian 

target kinerja yaitu komitmen yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk 

pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan cukup tinggi. 

 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan mengacu pada tujuan dan sasaran dari 

penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati dibidang kesehatan dengan Meningkatkan 

Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Sehat dan Berdaya Saing. 

 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  

Tabel 3.3.1. di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu 

Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Minahasa Selatan yang mengacu pada program Strategi 2024 

Program Pembangunan Daerah Minahasa Selatan adalah Program Strategis Daerah 

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai instrumen arah kebijakan untuk 

mencapai sasaran RPJMD Minahasa Selatan di tahun 2026. 

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah :  

 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran 

SKPD 
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Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 

- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan  

- Fasilitasi Kunjungan Tamu 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

- Pengadaan Mebel 

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
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2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 

- Pembangunan Puskesmas 

- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 

- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

- Pengadaan Obat, Vaksin 

- Pengadaan Bahan Habis Pakai 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan 

Tradisional Lainnya 

- Pengelolaan Surveilans Kesehatan 

- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 
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- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional 

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit 

- Operasional Pelayanan Puskesmas 

- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 

- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal) 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 

- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 

- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan 

Praktik Tenaga Kesehatan 

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 

untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 

- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi 

dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 
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- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah 

Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan 

Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 

Masyaraka 

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 

(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

di tahun 2024 berjumlah : 5 program dan kegitan Startegi 

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini adalah 

sebesar Rp 145.269.625.925. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 3.3.1. di bawah 

 

Tabel 3.3.1 

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 

Kabuapten Minahasa Selatan 

 

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 

 

Kode Program / Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

2023 

 Target  Rp 

  1 2 3 4 5 6 

1 02 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 48.035.162230  48.035.162230  

1 02 01 2,01  Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
     216.505.149  
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1 02 01 2,01 01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Tersedianya Dokumen Pelaporan 

Perencanaan Perangkat Daerah 
  9 keg  57.500.000  

1 02 01 2,01 02 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Terlaksananya laporan perencanaa, 

penagnggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

  9 keg  76.005.149  

1 02 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Tersedianya laporan perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkar daerah 

  9 keg  83.000.000  

1 02 01 2,02  Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
    38.479,495,791 

1 02 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Teralksananya kegiatan administrasi 

keuangan perangkat derah 
  9 keg 38,453.064.636  

1 02 01 2,02 05 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Teralksananya kegiatan administrasi 

keuangan perangkat derah 
  9 keg  7.731.155  

1 02 01 2,02 06 
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan 

Teralksananya kegiatan administrasi 

keuangan perangkat derah   9 keg  5.500.000  

1 02 01 2,02 07 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran 

SKPD 

Teralksananya kegiatan administrasi 

keuangan perangkat derah   9 keg  13.200.000  

1 02 01 2,03  Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 
     33.000.000  

1 02 01 2,03 04 
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah pada SKPD 

Terlaksananya kegiatan Administrasi 

Barang milik daerah pada perangkat 

daerah 

  
9 keg 

 22.000.000  

1 02 01 2,03 05 
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD 

Terlaksananya kegiatan Administrasi 

Barang milik daerah pada perangkat 

daerah 

  
9 keg 

 11.000.000  

1 02 01 2,04  Administrasi Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat Daerah 
    22.000.000  

1 02 01 2,04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

Terlaksananya kegiatan Administrasi 

pendapatan daerah kewenangan 

perangkat daerah 

  9 keg  22.000.000  

1 02 01 2,05  Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 
    96.000.000  

1 02 01 2,05 02 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

kepegawaiaiin perangkat derah 
  

9 keg 
 55.000.000  

1 02 01 2,05 03 
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

kepegawaiaiin perangkat derah   
9 keg 

 13.000.000  

1 02 01 2,05 05 
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

kepegawaiaiin perangkat derah   
9 keg 

 13.000.000  

1 02 01 2,05 09 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

kepegawaiaiin perangkat derah   
9 keg 

 15.000.000  

1 02 01 2,06  Administrasi Umum Perangkat Daerah     1.128.930.000  

1 02 01 2,06 01 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

umum perangkat derah 
  9 keg  6.600.000  

1 02 01 2,06 02 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

umum perangkat derah   9 keg  550.000.000  

1 02 01 2,06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
Terlaksananya kegiatan administrasi 

umum perangkat derah   9 keg  99.000.000  
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1 02 01 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Terlaksananya kegiatan administrasi 

umum perangkat derah   9 keg  99.000.000  

1 02 01 2,06 05 
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

umum perangkat derah   9 keg  73.150.000  

1 02 01 2,06 06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang- undangan 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

umum perangkat derah   9 keg  11.000.000  

1 02 01 2,06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 
Terlaksananya kegiatan administrasi 

umum perangkat derah   9 keg  11.000.000  

1 02 01 2,06 09 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Terlaksananya kegiatan administrasi 

umum perangkat derah 
  9 keg  279.180.000  

1 02 01 2,07  Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
    3,994,247,900  

1 02 01 2,07 02 
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan 

Terlaksananya kegiatan pengadaan 

barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

  9 keg 1,484,507,900 

1 02 01 2,07 05 Pengadaan Mebel 

Terlaksananya kegiatan pengadaan 

barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

  9 keg  493.240.000  

1 02 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Terlaksananya kegiatan pengadaan 

barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

  9 keg  16.500.000  

1 02 01 2,07 09 
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Terlaksananya kegiatan pengadaan 

barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

  9 keg  2.000.000.000  

1 02 01 2,08  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
   3,954,983,390  

1 02 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Tersedianya jasa penunjang urusan 

perintah daerah 
  9 keg  44.000.000  

1 02 01 2,08 02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Tersedianya jasa penunjang urusan 

perintah daerah 
  9 keg  412.500.000  

1 02 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Tersedianya jasa penunjang urusan 

perintah daerah 
  9 keg 3,498,483,390  

1 02 01 2,09  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

    110.000.000  

1 02 01 2,09 02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Terlaksananya kegiatan pengadaan 

barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

  9 keg  110.000.000  

1 02 02   
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

   97,121,073,115  

1 02 02 2,01  
Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

   4 keg  25.899.754.000  

1 02 02 2,01 01 
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana 

dan Prasarana Pendukungnya 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

fasilitas pelayanan ksehatan umtuk 

UKM dan UKP kewenangan daerah 

kabupaten/kota 

  4 keg  528.000.000  

1 02 02 2,01 02 Pembangunan Puskesmas 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

fasilitas pelayanan ksehatan umtuk 

UKM dan UKP kewenangan daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  15.000.000.000  
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1 02 02 2,01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

fasilitas pelayanan ksehatan umtuk 

UKM dan UKP kewenangan daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  2.532.054.000  

1 02 02 2,01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

fasilitas pelayanan ksehatan umtuk 

UKM dan UKP kewenangan daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  126.500.000  

1 02 02 2,01 13 
Pengadaan Prasarana dan Pendukung 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

fasilitas pelayanan ksehatan umtuk 

UKM dan UKP kewenangan daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  13.200.000  

1 02 02 2,01 14 
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

fasilitas pelayanan ksehatan umtuk 

UKM dan UKP kewenangan daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  1.100.000.000  

1 02 02 2,01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

fasilitas pelayanan ksehatan umtuk 

UKM dan UKP kewenangan daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  5.500.000.000  

1 02 02 2,01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

fasilitas pelayanan ksehatan umtuk 

UKM dan UKP kewenangan daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  1.100.000.000  

1 02 02 2,02  
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

   70,506,319,115 

1 02 02 2,02 01 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Hamil 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 

  4 keg  440.000.000  

1 02 02 2,02 02 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 

  4 keg  220.000.000  

1 02 02 2,02 03 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 

Baru Lahir 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 

  4 keg  220.000.000  

1 02 02 2,02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 

  4 keg  330.000.000  

1 02 02 2,02 05 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 

Usia Pendidikan Dasar 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 

  4 keg  591.915.170  

1 02 02 2,02 07 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 

Usia Lanjut 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  220.000.000  

1 02 02 2,02 10 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  55.000.000  

1 02 02 2,02 11 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  440.000.000  

1 02 02 2,02 12 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  220.000.000  

1 02 02 2,02 15 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  275.000.000  
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1 02 02 2,02 16 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 

dan Olahraga 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  62.101.370  

1 02 02 2,02 17 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  1.100.000.000  

1 02 02 2,02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  178.200.000  

1 02 02 2,02 19 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, 

dan Tradisional Lainnya 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  57.970.000  

1 02 02 2,02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  330.000.000  

1 02 02 2,02 25 
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 

Tidak Menular 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  2.878.557.386  

1 02 02 2,02 26 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg 60,501,042,688  

1 02 02 2,02 28 

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen 

Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  14.355.000  

1 02 02 2,02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  165.000.000  

1 02 02 2,02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  1  

1 02 02 2,02 35 
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan 

di Kabupaten/Kota 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  2.200.000.000  

1 02 02 2,02 36 

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 

Terlaksananya kegiatan penyediaan 

layanan ksehatan umtuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah 

kabupaten/kota 
  4 keg  7.177.500  

1 02 02 2,03  Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 
    330.000.000  

1 02 02 2,03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 

Terlaksananya kegiatan 

penyelengaraan sistim informasi 

kesehatan secara terintegrasi 
  4 keg  165.000.000  

1 02 02 2,03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 

Terlaksananya kegiatan 

penyelengaraan sistim informasi 

kesehatan secara terintegrasi 
  4 keg  165.000.000  
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1 02 02 2,04  
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D 

dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    385.000.000  

1 02 02 2,04 03 
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan 

Terlaksnanya kegiatan penertiban izin 

rumah sakit kelas C,D dan fasilitas 

peleyanan kesehatan tingkat daerah 

kabupaten/kota 

  4 keg  385.000.000  

1 02 03   
PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA KESEHATAN 

   50,000,000  

1 02 03 2,01  Pemberian Izin Praktik Tenaga 

Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 
   12,125,000  

1 02 03 2,01 02 

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga 

Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan 

Praktik Tenaga Kesehatan 

Terlaksana Kegiatan Pembinaan Izin 

praktek tenaga kesehatan di wilayah 

kabupatrn/Kota 

  3 keg 12,125,000  

1 02 03 2,02  

Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di 

Wilayah Kabupaten/Kota 

   18,315,000  

1 02 03 2,02 03 
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Teralksananya kegiatan perencanaan 

kebutuhan dan pendayagunaan sumber 

daya Manusia kesehatan untuk UKP 

dan di wilayah kabupaen/kota 

  3 keg  18.315.000  

1 02 03 2,03  

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

    19,550,000  

1 02 03 2,03 01 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksana kegiatan pembangunan 

mutu dan peningkatan kompensasi 

teknis sumber daya manusia kesehatan 

tingkat daerak kabupten/kota 

  3 keg 19,550,000  

1 02 04   
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 

ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 

MINUMAN 

       13,390,580  

1 02 04 2,01  
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

   13,390,580 

1 02 04 2,01 01 

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

Tersedianya Izin apotek, toko obat, 

toko alat kesehatandan optikal, usaha 

mikro obat tradisional (UMOT) 

  6 keg 13,390,580 

1 02 05   
PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

   55,000,000 

1 02 05 2,01  

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 

Peningkatan Peran serta Masyarakat 

dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

    50.000.000  

1 02 05 2,01 01 

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 

Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Terlaksananya kegiatan advokasi, 

pemberdayaan, kenitraan, 

peningatanperan serta masyarakat dan 

lintas sektor tingkat daerah 

kabupaten/kota 

  3 Keg  50.000.000  

         145,269,625,925 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabuapaten Minahasa Selatan 2024 

adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi 

Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat 

Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Dinas Kesehatan dan 

RPJMD Minahasa Selatan. 

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di 

tahun 2024 adalah sebanyak : 87 program dan Kegiatan 

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp. 146.722.322.183. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah. 
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Tabel 4.1 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 

Kabupaten Minahasa selatan 
 

 

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 

Lembar 1 dari 9 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program /Kegiatan 

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) 
Catatan 

Penting 
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumbe

r Dana 
 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan Dana/ Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 02 01   

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

  9 keg 48.515.513.852 
  

9 keg 49.200.668.990 

1 02 01 2,01  
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
  3 sub keg 238.155.664 

  
3 sub keg 261.971.230 

1 02 01 2,01 01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Pelaporan Perencanaan 

Perangkat Daerah 
 2 Dokumen 63.250.000 

  
2 Dokumen 69.575.000 

1 02 01 2,01 02 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 

Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporsn hasil 

koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 
 

1 paket 

1 Paket 
83.605.664 

  

1 paket 

1 Paket 
91.966.230 

1 02 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah  3 Paket 91.300.000 
  

3 Paket 100.430.000 

1 02 01 2,02  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   5 sub keg 39.637.239.460 
  

5 sub keg 41.854.567.158 

1 02 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 

ASN 
 

1 Tahun 

1 Tahun 
39.608.165.189 

  

1 Tahun 

1 Tahun 
41.822.585.460 
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1 02 01 2,02 03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Tersedianya honorarium operator SIKDA 

Tersedianya honorarium panitia pengadaan 

barang dan jasa 

Tersedianya honorarium penatausahaan keuangan 

Tersedianya honorarium pengurus aset Dinas, 

RSUD dan Puskesmas Tersedianya jasa tenaga 

kontrak di lingkup dinas 

kesehatan 

 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

0 
  

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

1 Tahun 

0 

1 02 01 2,02 05 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan 

laporan hasil koordinasi penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun SKPD 

 2 Laporan 8.504.271 
  

2 Laporan 9.354.698 

1 02 01 2,02 06 
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan 

Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan 

dan tindak lanjut pemeriksaan 
 2 Dokumen 6.050.000 

  
2 Dokumen 6.655.000 

1 02 01 2,02 07 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran 

SKPD 

Jumlah laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan 

koordinasi penyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran SKPD 

 18 Laporan 14.520.000 
  

18 Laporan 15.972.000 

1 02 01 2,03  
Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 
   2 sub keg 36.300.000 

  
2 sub keg 39.930.000 

1 02 01 2,03 04 
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian barang milik daerah pada SKPD 
 2 Laporan 24.200.000 

  
2 Laporan 26.620.000 

1 02 01 2,03 05 
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan 

laporan barang milik daerah pada SKPD 
 4 Laporan 12.100.000 

  
4 Laporan 13.310.000 

1 02 01 2,04  
Administrasi Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat Daerah 
   1 sub keg 24.200.000 

  
1 sub keg 26.620.000 

1 02 01 2,04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah  400 Dokumen 24.200.000 
  

400 Dokumen 26.620.000 

1 02 01 2,05  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah    4 sub keg 105.600.000 
  

4 sub keg 116.160.000 

1 02 01 2,05 02 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapan 
 65 Paket 60.500.000 

  
65 Paket 66.550.000 
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1 02 01 2,05 03 
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian 
 120 Dokumen 14.300.000 

  
120 Dokumen 15.730.000 

1 02 01 2,05 05 
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai 

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai 
 5 Dokumen 14.300.000 

  
5 Dokumen 15.730.000 

1 02 01 2,05 09 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 
 10 Orang 16.500.000 

  
10 Orang 18.150.000 

1 02 01 2,06  Administrasi Umum Perangkat Daerah    8 sub keg 1.241.823.000 
  

8 sub keg 1.366.005.300 

1 02 01 2,06 01 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

 2 paket 7.260.000 
  

2 paket 7.986.000 

1 02 01 2,06 02 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 
 5 Paket 605.000.000 

  
5 Paket 665.500.000 

1 02 01 2,06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan 
 3 paket 108.900.000 

  
3 paket 119.790.000 

1 02 01 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan 
 1 Paket 108.900.000 

  
1 Paket 119.790.000 

1 02 01 2,06 05 
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 
 2 paket 80.465.000 

  
2 paket 88.511.500 

1 02 01 2,06 06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang- undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang Disediakan 
 12 Dokumen 12.100.000 

  
12 Dokumen 13.310.000 

1 02 01 2,06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  12 Laporan 12.100.000 
  

12 Laporan 13.310.000 

1 02 01 2,06 09 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
 85 Laporan 307.098.000 

  
85 Laporan 337.807.800 

1 02 01 2,07  
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 
   4 sub bag 2.760.714.000 

  
4 sub bag 616.785.400 

1 02 01 2,07 02 
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan 
 9 unit 0 

  
 0 

1 02 01 2,07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  3 unit 542.564.000 
  

3 unit 596.820.400 
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1 02 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan 
 2 unit 18.150.000 

  
2 unit 19.965.000 

1 02 01 2,07 09 
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 
 1 unit 2.200.000.000 

  
1 unit 0 

1 02 01 2,08  
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
   3 sub keg 4.350.481.729 

  
3 sub keg 4.785.529.902 

1 02 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  12 Laporan 48.400.000 
  

12 Laporan 53.240.000 

1 02 01 2,08 02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 
 12 Laporan 453.750.000 

  
12 Laporan 499.125.000 

1 02 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 
 12 Laporan 3.848.331.729 

  
12 Laporan 4.233.164.902 

1 02 01 2,09  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
   1 sub keg 121.000.000 

  
1 sub keg 133.100.000 

1 02 01 2,09 02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

 7 Unit 121.000.000 
  

7 Unit 133.100.000 

1 02 02   

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

   4 keg 98.092.283.846 
  

4 keg 103.079.295.378 

1 02 02 2,01  

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

   8 sub keg 19.748.832.819 
  

8 sub keg 16.901.499.249 

1 02 02 2,01 01 
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana 

dan Prasarana Pendukungnya 

Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio 

Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 

1:1000 

 1 unit 580.800.000 
  

1 unit 638.880.000 

1 02 02 2,01 02 Pembangunan Puskesmas 
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

yang Dibangun 
 4 unit 7.759.103.419 

  
1 unit 3.712.796.909 

1 02 02 2,01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun  1 unit 2.785.259.400 
  

1 unit 3.063.785.340 

1 02 02 2,01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang 

Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Oleh Puskesmas 

 5 unit 139.150.000 
  

5 unit 153.065.000 
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1 02 02 2,01 13 
Pengadaan Prasarana dan Pendukung 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

yang Disediakan 
 1 unit 14.520.000 

  
1 unit 15.972.000 

1 02 02 2,01 14 
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 
 125 unit 1.210.000.000 

  
125 unit 1.331.000.000 

1 02 02 2,01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan  1 paket 6.050.000.000 
  

1 paket 6.655.000.000 

1 02 02 2,01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan  1 paket 1.210.000.000 
  

1 paket 1.331.000.000 

1 02 02 2,02  

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

   22 sub keg 77.556.951.027 
  

22 sub keg 85.312.646.129 

1 02 02 2,02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 
 3131 orang 484.000.000 

  
3131 orang 532.400.000 

1 02 02 2,02 02 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin 

Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 
 2684 orang 242.000.000 

  
2684 orang 266.200.000 

1 02 02 2,02 03 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 

Lahir 

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 
 2640 orang 242.000.000 

  
2640 orang 266.200.000 

1 02 02 2,02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 
 7384 orang 363.000.000 

  
7384 orang 399.300.000 

1 02 02 2,02 05 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar 

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar 

 7007 orang 651.106.687 
  

7007 orang 716.217.356 

1 02 02 2,02 07 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut 

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 
 22161 orang 242.000.000 

  
22161 orang 266.200.000 

1 02 02 2,02 10 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar 

 406 orang 60.500.000 
  

406 orang 66.550.000 

1 02 02 2,02 11 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis 

Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis 

yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 
 1122 orang 484.000.000 

  
1122 orang 532.400.000 

1 02 02 2,02 12 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang 

Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 
 2449 orang 242.000.000 

  
2449 orang 266.200.000 
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1 02 02 2,02 15 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat 
 17 dokumen 302.500.000 

  
17 dokumen 332.750.000 

1 02 02 2,02 16 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga 
 17 dokumen 68.311.507 

  
17 dokumen 75.142.658 

1 02 02 2,02 17 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan 
 17 dokumen 1.210.000.000 

  
17 dokumen 1.331.000.000 

1 02 02 2,02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 

Promosi Kesehatan  
 17 dokumen 196.020.000 

  
17 dokumen 215.622.000 

1 02 02 2,02 19 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan 

Tradisional Lainnya 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri 

dan Tradisional Lainnya 

 12 Dokumen 63.767.000 
  

12 Dokumen 70.143.700 

1 02 02 2,02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan  
 17 dokumen 363.000.000 

  
17 dokumen 399.300.000 

1 02 02 2,02 25 
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 

Tidak Menular 

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular dan Tidak Menular 
 17 dokumen 3.166.413.125 

  
17 dokumen 3.483.054.437 

1 02 02 2,02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat 
 1 dokumen 66.551.146.957 

  
1 dokumen 73.206.261.652 

1 02 02 2,02 28 

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen 

Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional 

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar 

Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional 

yang Didistribusikan  

 1 paket 15.790.500 
  

1 paket 17.369.550 

1 02 02 2,02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah 

Sakit 
 1 dokumen 181.500.000 

  
1 dokumen 199.650.000 

1 02 02 2,02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 

Puskesmas 
 17 dokumen 1 

  
17 dokumen 1 

1 02 02 2,02 35 
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di 

Kabupaten/Kota  
 17 unit 2.420.000.000 

  
17 unit 2.662.000.000 

1 02 02 2,02 36 

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan 

Pemberian Obat Massal) 

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian 

Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal) 

 17 laporan 7.895.250 
  

17 laporan 8.684.775 
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1 02 02 2,03  
Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 
   2 sub keg 363.000.000 

  
2 sub keg 399.300.000 

1 02 02 2,03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan 

Informasi Kesehatan 
 12 Dokumen 181.500.000 

  
12 Dokumen 199.650.000 

1 02 02 2,03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem 

Informasi Kesehatan 
 12 Dokumen 181.500.000 

  
12 Dokumen 199.650.000 

1 02 02 2,04  

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

   1 sub keg 423.500.000 
  

1 sub keg 465.850.000 

1 02 02 2,04 03 
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan 

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan 

Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) 

Pelayanan kesehatan  

 17 unit 423.500.000 
  

17 unit 465.850.000 

1 02 03   
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 
   3 keg 50.500.000 

  
3 keg 51.005.000 

1 02 03 2,01  
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di 

Wilayah Kabupaten/Kota 
   2 sub keg 13.337.500 

  
2 sub keg 14.671.250 

1 02 03 2,01 01 
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga 

Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan 

Praktik Tenaga Kesehatan 
 1 dokumen 0 

  
1 dokumen 0 

1 02 03 2,01 02 

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga 

Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan 

Praktik Tenaga Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 

Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut 

Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 

 1 dokumen 13.337.500 
  

1 dokumen 14.671.250 

1 02 03 2,02  

Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

   2 sub keg 18.146.500 
  

2 sub keg 17.961.150 

1 02 03 2,02 02 
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan sesuai Standar 

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang 

Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Fasyankes)  

 50 orang 0 
  

50 orang 0 

1 02 03 2,02 03 
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 

Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
 1 dokumen 18.146.500 

  
1 dokumen 17.961.150 
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1 02 03 2,03  

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

   1 sub keg 19.016.000 
  

1 sub keg 18.372.600 

1 02 03 2,03 01 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu 

dan Kompetensinya 

 50 orang 19.016.000 
  

50 orang 18.372.600 

1 02 04   
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 
   2 keg 13.524.485 

  
2 keg 63.659.731 

1 02 04 2,01  

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

   1 sub keg 5.000.000 
  

1 sub keg 12.500.000 

1 02 04 2,01 01 

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, 

dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

 
100 

dokumen 
5.000.000 

  
100 dokumen 12.500.000 

1 02 04 2,02  

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana 

Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu 

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 

   1 sub keg 3.524.485 
  

1 sub keg 11.159.731 

1 02 04 2,02 01 

Pengendalian dan pengawasan serta tindak 

lanjut pengawasan sertifikat produksi alat 

kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 

tertentu perusahaan rumah tangga 

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi 

Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 

Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 

 1 Dokumen 3.524.485 
  

1 Dokumen 11.159.731 

1 02 04 2,03  

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi 

Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor 

P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 

Makanan Minuman Tertentu yang Dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 

   1 sub keg 0 
  

1 sub keg 10.000.000 

1 02 04 2,03 01 

Pengendalian dan pengawasan serta tindak 

lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan 

industri rumah tangga dan nomor P-IRT 

sebagai izin produksi, untuk produk makanan 

minuman tertentu yang dapat diproduksi 

oleh indutri rumah tangga 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk 

Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 

 
100 

dokumen 
0 

  
100 dokumen 10.000.000 
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1 02 04 2,04  

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara 

lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan 

Depot Air Minum (DAM) 

   1 sub keg 0 
  

1 sub keg 10.000.000 

     

Pengendalian dan pengawasan serta tindak 

lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik 

higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan 

(TPM) antara lain jasa boga, rumah 

makan/restoran dan depot air minum (DAM) 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, 

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum 

(DAM) 

 
100 

dokumen 
0 

  
100 dokumen 10.000.000 

1 02 04 2,05  
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan 

Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 
   1 sub keg 0 

  
1 sub keg 10.000.000 

1 02 04 2,05 01 

Pengendalian dan pengawasan serta tindak 

lanjut penerbitan stiker pembinaan pada 

makanan jajanan dan sentra makanan jajanan 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker 

Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra 

Makanan Jajanan 

 
100 

dokumen 
0 

  
100 dokumen 10.000.000 

1 02 04 2,06  

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan 

Produk Makanan Minuman Industri Rumah 

Tangga 

   1 sub keg 5.000.000 
  

1 sub keg 10.000.000 

1 02 04 2,06 01 

Pemeriksaan Post Market pada Produk 

Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga 

yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan 

Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-

Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang 

Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 

Tindak Lanjut Pengawasan 

 50 unit 5.000.000 
  

50 unit 10.000.000 

1 02 05   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
   3 keg 50.500.000 

  
3 keg 51.005.000 

1 02 05 2,01  

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 

Peningkatan Peran serta Masyarakat dan 

Lintas Sektor Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

   1 sub keg 16.500.000 
  

1 sub keg 18.150.000 

1 02 05 2,01 01 

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 

Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, 

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 
 17 dokumen 16.500.000 

  
17 dokumen 18.150.000 
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1 02 05 2,02  
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif 

Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
   1 sub keg 17.000.000 

  
1 sub keg 17.155.000 

1 02 05 2,02 01 
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 

Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi 

Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 
 17 dokumen 17.000.000 

  
17 dokumen 17.155.000 

1 02 05 2,03  

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 

(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

   1 sub keg 17.000.000 
  

1 sub keg 15.700.000 

1 02 05 2,03 01 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 

(UKBM) 

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan 

Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

 50 dokumen 17.000.000 
  

50 dokumen 15.700.000 

      
TOTAL   146.722.322.183 

   
152.445.634.099 

 

 

Windows 10
Highlight



60 
| R e n j a  D i n a s  K e s e h a t a n  K a b .  M i n s e l  2 0 2 4  

BAB V 

PENUTUP 

 

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sama dengan merencanakan 

kegagalan Dinas Kesehatan. Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk 

mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD 

Kabupaten Minahasa Selatan di tahun 2024. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas 

dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan 2024. 

Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran 

(RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan untuk optimalitas dan memastikan 

pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Minahasa 

Selatan di tahun 2025. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka 

diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra 

Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dapat dicapai. 

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. 

Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi 

hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan 

rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat 

syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan 

memudahkan Dinas Kesehata untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving 

(memperbaiki) kinerja.  

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan 

perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada 

perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas 

tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan 

capaian programnya.  

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya 

tujuan Pemerintah Kabuapaten Minahasa Selatan dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat.  
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Akhir kata semoga RENJA ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai 

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan yang Good Governance.  

 

Amurang,     Februari 2023  

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Minahasa Selatan 
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